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Dokumen ini adalah milik DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KOTA DENPASAR
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun

tanpa seijin DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KOTA DENPASAR
1. TUJUAN
Prosedur ini bertujuan untuk menetapkan tata cara proses pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi perijinan dan non perijinan.
2. RUANG LINGKUP
Prosedur ini mengatur tentang tata cara pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi, mulai dari verifikasi berkas sampai diterbitkannya persetujuan atau penolakan permohonan keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi.
3. DASAR HUKUM

3.1. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan.
3.2. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 13 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Daerah.
4. DEFINISI

-

5. KETERKAITAN

5.1. SOP Surat Menyurat
6. PERINGATAN

6.1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan seluruh aktivitas yang telah ditetapkan.
6.2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku dari SOP ini, dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana.
6.3. Apabila SOP ini tidak dijalankan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, maka akan berpengaruh pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
7. KUALIFIKASI PELAKSANA

7.1. Memahami peraturan perundang-undangan mengenai perijinan, serta peraturan perundang-undangan lain sesuai bidang tugasnya

7.2. Mampu mengoperasikan komputer

7.3. Memahami tata naskah dinas mengenai persuratan
8. PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

8.1. Ruang Kerja

8.2. Meja



8.3. Kursi

8.4. Tempat Arsip/Almari

8.5. SIM Perijinan

8.6. Komputer

8.7. Printer

8.8. ATK

9. URAIAN PROSEDUR

9.1. Pemohon mengajukan Surat Permohonan Keringan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi yang dilengkapi dengan Surat Pemberitahuan, Salinan Identitas Diri dan Surat Kuasa pengurusan.

9.2. Surat Permohonan diterima oleh Sub Bagian Umum untuk dicatatkan mengacu pada SOP Surat Menyurat.
9.3. Kepala Dinas memerintahkan Bidang yang menangani penerbitan perijinannya untuk melakukan verifikasi.

9.4. Bidang melakukan kajian mengacu pada Perwalikota Nomor 9, 10, 11 Tahun 2017, kemudian menyiapkan Draft Telahaan Staf kepada Walikota Denpasar, yang disertai dengan Draft Surat Keputusan ataupun Surat Penolakan Permohonan.

9.5. Sekretaris Dinas memberikan paraf pada Telahaan Staf.
9.6. Telahaan Staf disetujui dan ditandatangani oleh Kepala Dinas dan membubuhkan paraf pada Draft Surat Keputusan atau Surat Penolakan Permohonan.
9.7. Telahaan Staf dan Draft Surat Keputusan atau Surat Penolakan Permohonan disampaikan kepada Sub Bagian Umum untuk selanjutnya disampaikan kepada Walikota Denpasar mengacu pada SOP Surat Menyurat.
9.8. Walikota menyetujui dan menandatangani Surat Keputusan Permohonan Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi.

9.9. Sub Bagian Umum menyampaikan Surat Keputusan yang sudah ditandatangani ke Bidang.

9.10. Bidang menetapkan retribusi dan mencetak SKRD.

9.11. Sekretaris Dinas menandatangani SKRD.

9.12. Sub Bagian Umum menyampaikan SKRD yang sudah ditandatangani ke Loket Pengambilan.
10. PENCATATAN DAN PENDATAAN
10.1. Surat Permohonan Keringan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi
10.2. Surat Pemberitahuan

10.3. Salinan Identitas Diri

10.4. Surat Kuasa pengurusan

10.5. Telahaan Staf
10.6. Lembar Disposisi
10.7. Surat Penolakan Permohonan

10.8. Surat Keputusan Permohonan Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi

10.9. SKRD
10.10. Draft SKRD

10.11. Surat Keputusan
10.12. Tanda Terima
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